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قًّاَع ل ىَالْمُتَّقِيْنَ  َح  عْرُوْفِِۗ ت اعٌَۢباِلْم  لَّقٰتَِم  لِلْمُط   و 

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi 

mut‘ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang 

bertakwa. (QS. Al-Baqarah Ayat 241)1 

 

                                                           
1 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, 

(Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 68. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب
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 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa Fī Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahَdan ya Ai a dan u يْ. ..

  Fathah dan wau Au a dan u وْ. ..

Contoh: 

 kataba  ك ت بَ  -

 fa`ala  ف ع لَ  -
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 suila  سُئلَِ  -

 kaifa  ك يْفَ  -

وْلَ  -  haula ح 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا. ..ى. ..

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  ق الَ  -

ى - م   ramā  ر 

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  ي قوُْلَُ -
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D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

ةَُالأ طْف الَِ - ؤْض   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  ر 

ةَُ - ر  دِيْن ةَُالْمُن وَّ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  الْم 

munawwarah 

ةَْ -  talhah   ط لْح 
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  ن زَّ

 al-birr  البرَِ  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 
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جُلَُ -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْق ل مَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

لا لَُ -  al-jalālu الْج 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu ت أخُْذَُ -

 syai’un ش يئٌَ -

 an-nau’u النَّوْءَُ -

 inna إِنََّ -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
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Contoh: 

ازِقيِْنَ  - يْرَُالرَّ َخ  ف هُو  َاللهَ  َإِنَّ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  و 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

َمُرْس اھ ا - اھ اَو  جْر   Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمَِاللهَِم 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َِالْع ال مِيْنَ  - ب  مْدَُللهَِر   /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْح 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمَِ - حْمنَِالرَّ -Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar   الرَّ

rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 
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حِيْمٌَ -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغ فوُْرٌَر 

مِيْعًا - َِالأمُُوْرَُج   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِل 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 
 

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 

0104/Pdt.G/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta) 

NUR ALFIAH DIYANTI 

17421070 

Pernikahan adalah untuk menciptakan ikatan kasih sayang dalam 

membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, rukun dan dama. Rumah tangga 

yang diinginkan oleh setiap orang adalah yang memiliki tujuan didalamnya, namun 

dalam realita membangun rumah tidaklah semudah yang kita bayangkan. 

Perceraian gugurnya suami dan istri dalam mebina rumah tangga yang mana tidak 

bisa diselamatkan dengan bermusyawarah dalam kekeluargaan. Peran dalam 

membangun rumah tangga juga sangat berpengaruh dalam menciptakan rumah 

tangga yang harmonis, oleh sebab itu peran suami dan istri sangat dibutuhkan, 

sebagai suami dan istri yang menjadi orang tua anak akan membutuhkan peran 

orang tua sebagai pendidik bagi anak, dan sangat penting dalam membangun 

kebagian, kesejahteraan, dalam rumah tangga. Harta bersama atau gono gini adalah 

harta yang dimiliki bersama-sama saat pernikahan berlangsung, dan tidak ada 

perbedaan dalam kepemilikan harta.  

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan 

terhadap orang-orang yang terkait dan diterapkan melalui data-data dan wawancara 

yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data untuk memperkuatkan 

anailisis yang didapatkan dan menentukan data-data yang inti yang memusatkan 

kepada sesuatu yang penting. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam pembagian 

harta bersama yaitu harta yang dihasilkan oleh suami, istri yang di bagi rata menjadi 

dua yaitu setengah untuk istri dan setengah untuk suami apabila ada harta bawaan 

dari masing-masing mereka maka harta tersebut adalah harta pribadi. 

 

 

Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan Agama.  
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ABSTRAC 

DISTRIBUTION OF JOINT ASSETS DUE TO DIVORCE IN ISLAMIC 

LAW PERSPECTIVE (Study of Decision Number 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn 

at the Religious Court of Sleman Yogyakarta) 

NUR ALFIAH DIYANTI 

17421070 

 

Marriage is to create bonds of affection in building a happy, prosperous, 

harmonious and peaceful household. The household that everyone wants is one that 

has a purpose in it, but in reality building a house is not as easy as we imagine. 

Divorce is the death of husband and wife in building a household which cannot be 

saved by deliberation in the family. The role in building a household is also very 

influential in creating a harmonious household, therefore the role of husband and 

wife is needed, as husband and wife who become parents of children will need the 

role of parents as educators for children, and is very important in building the , 

welfare, in the household. Joint assets or gono gini are assets that are jointly owned 

when the marriage takes place, and there is no difference in ownership of property. 

This research uses descriptive qualitative research and approaches to related 

people and is applied through data and interviews obtained from the results of 

interactions between researchers and the object under study. The data analysis 

technique used is data collection to strengthen the analysis obtained and determine 

the core data that focuses on something important. 

The results of this study indicate that in Islamic law the distribution of joint 

property is property produced by the husband, the wife is divided equally into two, 

namely half for the wife and half for the husband if there is innate property from 

each of them then the property is personal property. 

 

Keywords: Joint Assets, Divorce, Religious Courts. 
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KATA PENGANTAR 

 

حِيْمَِ نَِالرَّ حْم   بسِْمَِاللهَِالرَّ

يْنَ حَمْدَ ال ره يْنَ حَمْدَ الشَّاكه ه الْعَالمَه ه رَب  يْنَ حَمْدًا يوَُافهي نهعمََهُ وَ يكَُافه الَْحَمْدُ لِله مه يْدَهُ ىءُ مَ نَّاعه زه  

كَ الْكَ   يْ لهجَلََله وَجْهه يْمه سُلْطَانهكَ يَا رَبَّناَ لكََ الْحَمْدُ كَمَا ينَْبغَه يْمه وَ عَظه ره  

دٍ وَ عَلىَ اٰلههه  ناَ مُحَمَّ يْنَ وَ الَلّٰهُمَّ صَل ه وَ سَل همْ عَلىَ سَي هده   صَحْبههه اجَْمَعه

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt.. karena atas 

karunianya, hidayahnya, nikmatnya, serta kesehatan hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa 

pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. karena berkat 

keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan, penindasan 

sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.  

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul 

“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman 

Yogyakarta)  Tentang Pembagian Harta Bersama Antara Suami dan Istri” tentu 

tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa 

pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebanyak- banyak nya, sedalam-dalamnya dan 

sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu: 

1. Prof. Fathul Wahid, S .T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia 
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2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia. 

3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Fakultas 

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 

4. Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyyah. 

Sekaligus selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan 

waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan 

sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan 

terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau. 

5. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal 
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banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat 
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6. Dra. Hj, Syamsiah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang 

sudah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan 

arahan serta masukan pada saat proses penelitian di Pengadilan Agama 
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7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu 

ayahanda H. Sahibek HP. Amd.Kep., dan ibunda Hj. Nurasiah yang selalu 

mendo’akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan 
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kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. 



xxiii 
 

8. Kepada kakak saya M. Aqil Syafari yang selalu mendukung dan memberi 

uang jajan lebih, juga kepada adik saya Hizbul Aspar Amd.RMIK. yang 

selalu memberi semangat sehingga saya menjadi semangat untuk 

mencontohkan hal yang baik kepadanya. 

9. Terimakasih kepada teman terdekat saya Renaldi Pratama Pasau S.Psi. yang 

selalu membantu dan menyemangati serta memotivasi saya, sehingga saya 

dapat menyelesaikakan skripsi ini dengan tepat waktu. 

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan terutama grup 

Antimainstream: Siska, Mei, Lensi, Ciciw, Mizul, Angelina yang selalu 

menemani saya dari awal semester hingga akhir dan selalu saling 

menyemangati satu dengan lain dalam segala hal. 

11. Terimakasih kepada teman-teman PB. ABC: Renaldi Pratama Pasau S.Psi., 

Muhammad Taufik brahim S.T., Reza Satria M. S.T., Junior Bunga Hau 

S.T., M. Ghaza Alghazali. Yang selalu menyemangati dan membantu dalam 

mengolah kesehatan jasmani. 

12. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyyah angkatan 2017 yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berasal dari berbagai daerah yang 

selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir sehingga saya 

mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.   

Yogyakarta 10 November 2021 

Penulis,      

       

Nur Alfiah Diyanti 



xxiv 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN SAMPUL DALAM ........................................................................................ i 

SURAT PERNYATAAN .................................................................................................. iii 

HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................................iv 

NOTA DINAS .................................................................................................................... v 

PERSETUJUAN PEMBIMBING.......................................................................................vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................................... viii 

HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... viiii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .............................................................. ixx 

ABSTRAK ...................................................................................................................... xixx 

ABSTRAC ......................................................................................................................... xx 

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... xxii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................... xxiv 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xxvii 

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1 

B. Rumusan masalah ............................................................................................. 5 

C. Tujuan dan manfaat penelitian .......................................................................... 5 

D. Manfaat penelitian ............................................................................................ 6 

E. Sistematika Pembahasan ................................................................................... 6 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI ........................................... 8 

A. Kajian Pustaka .................................................................................................. 8 

B. Kerangka Teori ............................................................................................... 15 

1. Penikahan .......................................................................................................... 15 



xxv 
 

2. Syarat pernikahan .............................................................................................. 18 

3. Kewajiban Suami Dan Istri ................................................................................ 19 

4. Perceraian .......................................................................................................... 19 

5. Faktor - faktor Perceraian ................................................................................. 22 

6. Harta bersama ................................................................................................... 24 

7. Pembagian Harta Bersama Hukum Islam .......................................................... 26 

BAB III. METODE PENELITIAN ............................................................................... 28 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ..................................................................... 28 

B. Tempat dan Lokasi Penelitian ......................................................................... 28 

C. Sumber Data.................................................................................................... 35 

D. Teknik pengumpulan data ............................................................................... 36 

E. Teknik Analisis Data ....................................................................................... 37 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................................. 38 

A. Hasil Penelitian ............................................................................................... 38 

1. Pembagian harta bersama .............................................................................. 29 

2. Pandangan dan Praktik Hakim dalam perkara pembagian harta bersam. 32 

B. PEMBAHASAN ............................................................................................. 40 

1. Pratik Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam .................. 40 

2. Praktik Pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan agama Sleman 44 

BAB V. PENUTUP .......................................................................................................... 52 

A. Kesimpulan ..................................................................................................... 52 

B. Saran ............................................................................................................... 53 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 54 

LAMPIRAN……………………………………………………………………………..57 

Lampiran 1 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian ........................................... 57 

Lampiran 2 Pedoman Wawancara .......................................................................... 58 



xxvi 
 

Lampiran 3 Dokumentasi ....................................................................................... 59 

Lampiran 4 Dokumen ............................................................................................. 60 

Curriculum Vitae Mahasiswa ............................................................................. 58 

 

  



xxvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama ............................................... 35 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh setiap kaum 

wanita dan pria, yang mana di dalam Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah 

suatu akad atau perjanjian antara kaum wanita dan pria yang saling mencintai satu 

sama lain. Adanya pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang 

sakīnah, mawaddah dan warahmah, pernikahan merupakan sunnah dalam Hukum 

Islam, dan merupakan suatu momen yang sangat dinantikan bagi setiap manusia 

untuk menyandang status suami istri untuk hidup selamanya, dan memiliki 

keturunan yang ṣālih ṣalihah Namun setelah menikah kehidupan menjadi berubah, 

begitu pula dengan lingkungan, keluarga, tetangga, dan ekonomi keluarga yang 

memicu pada perceraian.2 

Perceraian menurut ilmu fikih merupakan putusnya suatu pernikahan yang 

berawal dari kata Ṭalaq yang dilakukan oleh suami istri yang mana memilih untuk 

berpisah selamanya, dan melangsungkan perceraian, yang mana masih memiliki 

harta bersama yaitu gono-gini. Dengan berkembangnya zaman kehidupan juga akan 

berubah, yang mana biasanya peran suami dalam berumah tangga sangat menonjol, 

namun dikarenakan berkembangnya era modern siapaun boleh mencari nafkah 

untuk keluarga meraka termasuk istri, tetapi tidak banyak dari mereka yang 

memahami hal tersebut. Sehingga dalam rumah tangga tidak seimbang dengan 

                                                           
2 Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam,  No. 1 

(2019) 
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masing-masing peran dalam menafkahi anggota keluarga maka terjadilah 

perceraian, jalan perceraian akan menyebabkan permasalahan harta bersama yaitu 

harta gono-gini yang tidak bisa diserahkan begitu saja.3 

Gono-gini adalah harta bersama yang dimiliki saat menikah, dari banyaknya 

barang-barang atau harta bersama yang ada, semua merupakan hasil dari sang istri 

dan suami yang memiliki perkerjaan selama pernikahan. Harta bersama atau gono-

gini ini merupakan permasalahan pasca perceraian, yang mana harta tersebut harus 

dibagi rata, namun dengan adanya permasalahan pembagian harta bersama suami 

adapun dari sebagian harta suami yang mecari nafkah seutuhnya dan istri hanya 

membantu dalam melengkapi pekerjaan rumah tangga, maka persoalan ini harus 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dengan adil.4 

Perceraian yang memiliki kecenderungan masalah faktor ekonomi, ketidak 

sejahteraan rumah tangga, adanya permasalahan dalam rumah tangga, dan adanya 

orang ketiga yang mana suami dan istri tidak melanjutkan untuk hidup bersama-

sama, dalam permasalahan lain istri yang tidak berniat untuk melakukan kewajiban 

lahir dan batinnya yang baik dalam menghidupi keluarga yang sakīnah mawaddah 

dan warahmah. Maka dari situlah terjadinya keinginan istri ingin menceraikan 

suaminya ataupun sebaliknya. Dan dengan adanya harta bersama yang dimiliki saat 

menikah, istri ingin harta tersebut dibagi rata sesuai dengan hukum yang yang 

berlaku dan sesuai hukum Islam.  

                                                           
3 Ayu Nisaurrizqiyah, “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim”, skripsi, 

Semarang: UIN Walisongo, 2018, hlm. 13 
4 Wiwi Andriani Safitri, “Kedudukan Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam Dam Hukum 

Positif” (Studi Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Desa Seppang 

Kab.Bulukumba), skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018 
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Didalam hukum Islam harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan 

suami istri yang memiliki ikatan perkawinan secara sah. dalam ketentuan hukum 

positif, harta yang dapat dibagi atas pasca percerain pasangan suami istri hanya 

sebagai harta bersama yang mereka peroleh bersama dan di dalam hukum Islam 

juga menetapkan bahwa harta bersama yaitu harta yang mana suami dan istri 

dapatkan setelah hidup bersama, namun berbeda jika ada perjanjian mengenai harta 

bersama dalam perjanjian pernikahan, meskipun harta yang diperoleh bersama, 

berbeda jika pasangan tersebut memiliki perjanjian perkawinan mengenai harta 

benda yang mereka peroleh, yang mana harta tersebut jika diperoleh oleh sang istri 

maka harta tersbut saat cerai hanya di bawa oleh istri dan tidak ada ikatan dengan 

suami, begitu juga sebaliknya.5 

Di dalam pasal 35 UU Perkawinan harta bersama atau gono-gini dibagi 

menjadi tiga bagian: 

1. Harta bawaan, yang mana harta bawaan ini di miliki oleh masing-masing 

suami istri sebelum mereka menikah. 

2. Harta yang diberikan atau harta warisan sebagai hadiah penikahan, yang 

mana harta tersebut sepenuhnya milik suami atau istri. 

3. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh bersama sewaktu penikahan. 

Apabila dari mereka memiliki perjanjian pernikahan yang mana harta yang 

mereka peroleh sewaktu menikah adalah hak masing-masing, maka harta tersebut 

saat perceraian tidak dipermasalahkan, sebaliknya apabila mereka tidak memiliki 

                                                           
5 Radi Yusuf, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”, Jurnal 

Pembaharuan Hukum, No. 1 (2014): 77 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1475/1143 
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perjanjian tersebut maka harta dari masing-masing yang mereka peroleh mengacu 

pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu ketentuan pembagian harta 

bersama. Di Indonesia mengenai pembagian harta bersama dalam undang-undang 

hukum perdata dan hukum kompilasi Islam terbagi menjadi setengah dari masing-

masing yang mereka peroleh, dengan ketentuan hukum.6 

Namun masih banyaknya pertimbangan mengenai permasalahan pembagian 

harta bersama yang diperoleh dari masing-masing suami istri, yaitu jika sewaktu 

mereka masih menjadi pasangan masing-masing mencari kerja dan nafkah maka 

hakim memutuskan pembagian harta bersama dibagi menjadi rata sesuai ketentuan, 

namun jika yang bekerja hanya diperoleh istri saja yang menyebabkan adanya 

perceraian, maka hakim dapat memutuskan bahwa pembagian harta bersama lebih 

condong kepada istri.  

Peneliti akan membahas dari permasalahan praktik pembagian harta 

bersama antara suami dan istri akibat perceraian. Adapun akibat perceraian tersebut 

yaitu pembagian harta bersama yang diajukan istri kepada suami pada tanggal 12 

Januari 2021 terkait pembagian harta bersama setelah sahnya perceraian antara 

suami dan istri pada tanggal 10 Juni 2021. Suami yang awalnya tidak ingin 

membagi harta bersama tersebut dikarenakan telah merasa sakit hati, dan mantan 

istrinya tidak berhak mendapatkan sebagian dari harta bersama tersebut karena 

menurutnya mantan istri tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri dan 

seorang ibu bagi anak- anak mereka dan telah melakukan perselingkuhan ketika 

                                                           
6 Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Di Tinjau Dari Perespektif Undang-Undang Perkawinan 

Dan KUH Perdata”, Jurnal Penelitian Hukum, hlm 446 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/361 
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masih berstatus istri sah dari suami. Namun karena adanya pembagian harta 

bersama di dalam Islam maka pembagian harta bersama antara suami dan istri 

diputuskan oleh keadilan dari hakim. 

Dari yang sudah diterangkan dalam duduk perkara pembagian harta 

bersama bahwa walaupun istri yang pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya  

dan memilih untuk bersama laki-laki lain atau orang ketiga. dari putusan hakim 

bahwa istri juga mendapatkan sebagian dari harta bersama yaitu mendapatkan 

seperdua di antara suami dan istri, karena sebelum perceraian istri menjalakankan 

kewajibannya sebagai istri dan perannya sebagai ibu untuk anak-anaknya. Dalam 

perceraian di hukum islam menetapkan apabila suami menceraikan istri maka istri 

berhak mendapatkan sebagaian dari haknya yaitu harta yang telah mereka hasilakan 

saat masih bersama, dalam hukum Islam di Indonesia adalah ijtihad Ulama 

Indonesia mengenal harta bersama sebagai norma hukum yang menetapkan 

pembagian pembagian harta bersama.  

B. Rumusan masalah  

a. Bagaimana Pratik pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam? 

b. Bagaimana praktik pembagian harta bersama pada perkara Nomor 

0104/Pdt.G/2021/PA.Smn? 

C. Tujuan dan manfaat penelitian  

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta bersama Dalam Perspektif Hukum 

Islam. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembagian harta bersama pada 

perkara Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn.  

D. Manfaat penelitian  

a. Manfaat Teori: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan penulis, dan dapat berkembang, bermanfaat bagi yang 

membaca. Dengan harapan mereka dapat mengabil hikmah dari 

permasalahan ini. 

b. Manfaat Praktis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pelajaran bagi masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan harta 

bersama dengan bijaksana.  

E. Sistematika Pembahasan  

Adanya sistematika pembahasan ini agar memudahkan pembaca untuk dapat 

memahami rangkuman isi dari yang dituliskan oleh peneliti yaitu: 

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan uraian dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat. 

 

Bab II: Bab ini merupakan pembahasan tentang kajian pustaka dan kerangka teori, 

yang didapat dari beberapa penelitian sebelumnya  agar memudahkan peneliti 

dalam melanjutkan penelitian ini,  yang mana terdapat teori mengenai ekonomi, 

perceraian, faktor perceraian, dan harta bersama.  
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Bab III: Membahas terkait dengan metodelogi penelitian, yang digunakan untuk 

penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, sumber data penelitian, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

 

Bab IV: Hasil dan pembahasan mengenai penelitian pembagian harta bersama 

pasca perceraian bagi istri perspektif Hukum Islam.  

 

Bab V : Penutup yang terkait dengan kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Pustaka  

Setelah melakukan penelusuran pada penelitian – penelitian terdahulu maka 

didapatkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Untuk 

mendukung kajian yang lebih mendalam terhadap penelitian ini.  

Muktiali Jarbi (Jarbi, 2019) berjudul : Pernikahan Menurut Hukum Islam, 

hasil dari penelitian tersebut adalah untuk memperluas pengetahuan mengenai 

pernikahan menurut hukum Islam. Pernikahan lepasnya masa lajang antara wanita 

dan pria yang mana diantara mereka akan menjalankan kehidupan bersama-sama 

dalam mencapai satu tujuan di masa depan yang indah. Pernikahan juga merupakan 

tali silaturahmi antara dua keluarga yang awalanya tidak mempunyai ikatan kuat 

dengan adanya pernikahan, maka diantara keduanya memiliki keluarga yang sama 

dan akan saling tolong menolong, didalam pernikahan kita mengetahui bahwa Islam 

memiliki syarat dan sahnya pernikahan agar pernikahan tersebut termasuk dalam 

catatan perkawinan yang sah dan disaksikan, pernikahan akan membangunkan 

kehidupan keluarga yang sakīnah, mawaddah dan warahmah.1 

Zikri Darussamin dan Armansyah (Darussamin, 2017) berjudul Hak  Harta 

Bersama bagi istri yang Bekerja Perespektif Maqasid asy-Syariah, tujuan dari 

penelitian tersebut menjelaskan didalam hukum positif harta bersama adalah harta 

bersama adalah harta yang dimilik istri dan suami adalah harta milik mereka 

                                                           
1 Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam,  No. 1 

(2019) 
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pribadi, walaupun istri yang mencari kerja atau mencari nafkah dan setelah adanya 

hukum Islam maka harta bersama tetap dibagi menjadi dua bagian yaitu suami dan 

istri, di dalam hukum Maqāṣid Asy-syarī’ah Bagi istri yang mencari kerja atau 

mencari nafkah maka yang berhak mendapatkan pembagian harta bersama lebih 

banyak ke istri, selama tidak ada ikatan perjanjian perkawinan mengenai harta yang 

di dapatkan setealah menikah dan harta bawaan.2 

Siti Fadilatur Ramah (2014), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perana Istri 

Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare 

Kabupaten Malang, analisis penelitian ini menjelaskan pentingnya peran istri dalam 

membina keluarga sangat dibutuhkan, namun sebagian dari mereka ingin bekerja 

yang mana ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonimi keluarga, 

selama istri diperbolehkan untuk mencari kerja atas izin dari suami, namun istri 

tidak melupakan derajatnya seorang istri yang mana kewajiban seorang istri adalah 

mengurus anak dan melayani suami, dan apabila istri melupakan perannya seorang 

istri maka istri dilarang untuk berkerja.3 

Dian Pita Sari (2016), Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga 

Di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, di 

dalam penelian ini menjelaskan peran istri dalam membantu mencari nafkah untuk 

kehidupan keluarga mereka, sebagian besar dari mereka memilih untuk bekerja 

walaupun hanya di lingkungan sekitar dikarenakan memiliki keuntungan yang bisa 

                                                           
1 Zikri Darussamin, Armansyah, “Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid 

asy-Syariah”, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum vol 51, No. 2 (2017)  
3 Siti Fadilatul Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang 

Punggung Keluarga” (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Kecamatan Kalipare Kabupaten 

Malang), skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2014 
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membantu perekonomian keluarga dan sebagian dari peran mereka yang menjadi 

ibu rumah tangga juga terjalankan dengan sangat baik. Mencari kerjaan di luar 

rumah merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi mereka agar bisa terjalinnya 

sosialisasi sesema tetangga sekitar kampong, selama istri tidak melupakan perannya 

sebagai ibu rumah tangga yang mendidik, merawat dan melayani suami maka 

bekerja diluar rumah diperbolehkan atas alasan untuk membantu perekonomian 

suami dalam menari nafkah.4 

Muhammad Iqbal (2020), Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, penelitian ini menjelaskan harta 

bersama di dalam Pasal 85 dan pasal 86 harta bersama tidak sepenuhnya milik 

suami dan istri, dan mengenai harta bersama tidak ada percampuran antara hak 

suami dan hak istri yang mengenai harta, yang mana apabila harta tersebut dimiliki 

oleh istri maka harta tersebut milik istri dan begitu juga sebaliknya. Namun di dalam 

Islam harta bersama merupakan harta yang dimiliki bersama setelah penikahan 

berlangsung.5 

M. Beni Kurniawan (2018), Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari 

Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan, di dalam penelitian tersebut 

menjelaskan istri menggugat suami yang mana suami tidak memiliki pekerjaan dan 

hanya seorang penggangguran, dan yang mencari kerja dan menafkahi rumah 

tangga adalah istri, adapun suami bekerja dengan bermodal dari istri namun hasil 

                                                           
4 Dian Pita Sari, “Peran Isri Dalam Menbantu Perekenomian Keluarga Di Desa Tanjung Selamat 

Kecamatan padang Tualang Kabupatenn Langkat”, skripsi Medan: UIN Sumatera Utara, 2018  
5 Muhammad Iqbal, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif” (Analisis Putusan PA Talang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017PA.Tlb), tesisi, 

Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020 
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dari kerja tersebut tidak meningkatkan perekonomian mereka. Istri berkerja hanya 

ingin mencukupi rumah tangga atidak sepenuhnya istri yang mencari nafkah, yang 

mana suami adalah kepala rumah tangga dan sebagi pemimpin. Adapun hasil dari 

majelismenetapkan istri mendapatkan 2/3 (dua pertiga) dari bagiannya dan suami 

mendapatkan 1/3 (satu pertiga).6 

Muhammad Bukhari (2017) berjudul Peran Istri Sebagai pencari Nafkah 

Utama Perspektif Tafsir Marah Labid, berdasarkan dari penelitian ini di dalam buku 

Tafsir Marah Labid, bahwasanya seorang suami wajib menafkahi istri, anak-

anaknya, dan sebagai suami yang mencari nafkah berhak mendapatkan hak sebagai 

seorang suami, jika istri yang mencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga, maka 

diperbolehkan saja dengan syarat tertentu dan atas izin suami. Karena banyakan 

mudharat bagi istri yang bekerja di luar rumah, yang mana lalai dalam urusan rumah 

tangga, mengurus anak-anak, melayani suami dll.7 

Nur Ismihayati (2010), Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta 

Bersama Berdasarkan Besaran Kontribsui Dalam Perkawinan, penelitian ini 

menjelakan mengenai pandangan masyarakat mengenai istri yang tidak memiliki 

rasa syukur terhadap suaminya yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri, yang 

mana istri tidak memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Sebagian dari banyaknya 

                                                           
6 M Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Konstibusi Suami Istri 

Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT”, skripsi,  Jakarta: UI, 2018 
7 Muhammad Bukhari, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah 

Labid”, skripsi, Lampung: UIN Lampung, 2017 
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kontribusi pembagian harta bersama menurut masyarakat sebaiknya pembagian 

harta bersama dibagi dua dan dengan adil.8 

M Riza Syae’I (2015) Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian 

Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam, di dalam penelitian 

ini menjelaskan suami yang bekerja sebagai kepala rumah tangga dan menafkahi 

istri dan anaknya adalah suami yang bertanggung jawab, dan apabila istri ingin 

bekerja maka istri harus mendapatkan izin dari suami, apabila mendapatkan restu 

dan izin dari suami maka istri diperbolehkan bekerja. Namun dikarenakan 

kurangnya wawasan masyakat setempat pembagian mengenai harta bersama 

apabila suami dan istri bekerja maka pembagian harta bersama tersebut dibagi 

menjadi berdua, tetapi jika hanya suami saja yang bekerja maka harta bersama 

hanya dimiliki oleh suami dan begitu juga sebaliknya.9 

Vara Wardhani (2017), Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga 

Perspektif Teori Konstruksi Sosial, penelitian ini menjelaskan bahwa istri yang 

bekerja bukan hanya menginginkan peningkatan dalam ekonomi kelurga mereka, 

tetapi juga mereka bekerja merupakan hal yang sudah terbiasa yang mana sebelum 

mereka menikah juga melakukan pekerjaan, akan tetapi selain bekerja mereka 

sebagai ibu rumah tangga juga melaksanakan perannya sebagai layaknya ibu-ibu 

yang memiliki keluarga, peran istri dalam rumah tangga yang seharusnya istri 

lakukan adalah mengerjakan keperluan sehari-hari suami, dan anak-anak. Suami 

                                                           
8Nur Ismihayati, “Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan 

Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan” (Studi di desa Mlaras Kecamatan Sunbito Kabupaten 

Jombang), skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010  
9 M Riza Syafe’I, “Pembagian Harta Bersama Dalam Kaus Perceraian Di Desa Jogorogo 

Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam”, skripsi, Ponorogo: STAIN Ponogoro, 2015  
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yang tidak memiliki pekerjaan dan menetapkan diri untuk berdiam diri dirumah 

sebagian kecil dari permasalahan rumah tangga, yang mana suami yang harusnya 

mencari nafkah untuk istri dan anak, akan tetapi yang terjadi suami mengambil 

peran istri untuk melakukan tugas rumah tangga, namun istri yang mencari kerja 

untuk anak dan suami. Hal ini merupakan yang sangat diwajarkan, selama mereka 

memiliki kesepakatan dalam menjalani rumah tangga, dan tidak membebankan 

diantara suami dan istri.10 

Hilmi Yusron Rofi’I (2015) Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian 

Harta Bersama Pasca Perceraian, peneliti ini menjelaskan bahwa pada pembagian 

Harta Bersama suami dan istri berhak mendapatkan seperdua dari harta yang telah 

ditentukan oleh hukum Islam. Dalam permasalahan ini majelishakim tidak 

menemukan titik terang dari permaslahan pembagian harta bersama dikarenakan 

adanya harta yang disembunyikan diantara suami dan istri, oleh sebab itu sebagai 

hakim yang mengadili permasalahan tersebut memberikan keadalin bahwa perkara 

pembagian harta bersama kabur atau tidak jelas, sebagaimana yang kita ketahui 

pengadilan agama adalah mengadili permasalahan yang terkait dengan hukum 

Islam dan syariat Islam maka dari itu hakim yang akan memberikan keadilan 

bijaksana hanya mengadili perkara yang sudah jelas terbukti.11  

Taufik Hidayatul Rahman (2015) Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama 

Akibat Perceraian, peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan pembagian harta 

                                                           
10 Vara Wardhani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi 

Sosia” (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya), skipsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017 
11 Hilmi Yusron Rofi’I, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca 

Perceraian”  (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk do Pengadilan 

Agama kelas 1A Tanjung  Karang, Bandar Lampung), skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2019 
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bersama akibat perceraian di dahului dengan adanya akta perceraian yang mana 

menetapkan bahwa suami dan istri tersebut sudah tidak dalam ikatan suami dan 

istri, pembagian harta bersama bisa dilaksanakan dalam bentuk kekeluargaan atau 

permusyawarahan antara kedua belah pihak suami dan istri agar menerima 

pembagian tersebut dengan rukun dan damai, dan adapun pelaksaan pembagian 

harta bersama yang diadili oleh ketentuan hukum yang di mana suami dan istri tidak 

bisa menerima pembagian tersebut dengan kekeluargaan dikarenakan tidak ratanya 

pembagian harta bersama yang mereka miliki selama menikah. Maka pembagian 

harta tersebut diserahkannya melewati hukum yaitu di Pengadilan Agama, harta 

bersama yang diputuskan oleh Pengadilan Agama merupakan keputusan yang tidak 

bisa berubah ketetapannya. Harta yang sudah ditetapkan kepada masing-masing 

pemilik apabila tidak merasa adil maka bisa menajuhkan sita jaminan yang 

dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama, dan hasil akhir dari sita jaminan tersebut 

akan di bagi menjadi seperdua.12 

Dari uraian di atas penelitian penulis berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian penulis berdasarkan dari proses yang dilakukan dari 

pemeriksaan perkara hingga putusan yang menetapkan pembagian harta bersama 

antara suami dan istri yang melakukan perceraian diharapkan dapat menjadikan 

perbandingan yang relevan. Sedangkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan 

dalam titik fokus permasalahan dalam pembagian harta bersama yang dampak dari 

perbedaan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan 

                                                           
12 Taufik Hidayatul Rahman, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian” 

(Analisis Terhadap Putusan Perkara No: 0023/Pdt.G/2017/PA.PBR), skripsi, Pekanbaru, UI Riau, 

2019  
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putusan tersebut dan telah dilaksanakan dengan sukarela. Skripsi ini lebih 

menekankan pada pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bahwa istri 

ingin mendapatkan sebagian dari hak yang istri hasilkan selama pernikahan. 

 

B. Kerangka Teori  

1. Penikahan  

Nikah berasal dari bahasa arab yaitu nikāhun yang merupakan suatu ikatan 

suci anatara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan hidup bersama sebagai 

suami istri yang sudah mendapatkan persetujuan dari kedua pihak laki-laki ataupun 

perempauan, adapun tujuan dalam pernikahan untuk membangun keharmonisan 

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, pernikahan suatu tantangan baru dalam 

kehidupan. Sebagaimana dalam surah az-Zariyat: 49  

يْنَِل ع لَّكُمَْت ذ كَّرُوْنَ  وْج  ل قْن اَز  َش يْءٍَخ  مِنَْكُل ِ  و 

Yang artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah.13  

Pernikahan adalah ibadah selamanya maka dari itu tantangan kehidupan 

selanjutkanya adalah setelah menikah, karna menikah apa yang kita lakukan dan 

apa kita niatkan karna taat pada suami itulah yang akan membuahkan surga yang 

indah suatu hari kelak makna nikāh juga diartikan dengan kata zawaj yaitu menikah 

dengan adanya akad dan perjanjian. 

                                                           
13 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, 

(Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 943 
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Saat menikah kita niatkan diri memang untuk Allah maka semua yang akan 

kita lalui dalam rumah tangga akan menjadi rukun dan damai sejahtera, rumah 

tangga yang sselalu mendasarkan atau meminta pertolongan, lindungan kepada 

sang maha kuasa maka rumah tangga tersebut akan selalu mendapatkan lindungan. 

Laki-laki yang memutuskan untuk menikah dengan wanita pilihannya maka mereka 

harus bertanggung jawab dalam kebutuhan suami dan istri, oleh sebab itu 

perkawinan harus dilandasi dengan sakīnah, mawaddah dan warahmah. 

Setiap rumah tangga menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan dalam lahir 

dan batin, keberkahan di dalam rumah tangga, maka dari itu suami dan istri harus 

memiliki tujuan yang sama dalam menghidupkan rumah tangga yang sakīnah, 

mawaddah dan warahmah. Kehidupan keluarga meimiliki rintangan dalam rumah 

tangga yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan namun hal tersebut pasti terjadi 

sebagai suami istri. Di dalam surah An-nur ayat 32 yang berbunyi:  

 

ا نْكِحُواَالْْ ي امٰىَمِنْكَُ اَ و  امِ  َمِنَْعِب ادِكُمَْو  لِحِيْن  الصّٰ َُمَْو  َيغُْنهِِمَُاللّّٰ ء  ا  َاِنَْيَّكُوْنوُْاَفقُ ر  َُىِٕكُمِْۗ اللّّٰ َو  ِۗ َمِنَْف ضْلِه 

اسِعٌَع لِيْمٌَ  و 

Yang artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di 

antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
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kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An – Nur : 32)14  

Pasangan yang baik adalah pasangan yang selalu memberikan kasih sayang 

terhadap pasangannya tanpa melihat kekukarangan yang ada pada dirinya, dalam 

Undang-Undag Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah 

ikatan suci lahir dan batinnya suami dan istri dalam menjalankan tujuan yang sama 

dan membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.   

Dalam hadits riwayat Ahmad dan Imam Empat  

ع نَْ َ:َق الَ َأ بيِهََِع نََْ,َمُوس ىَأ بِيَبْنََِبرُْد ة ََأ بِيَو 

سُولََُق الَ  ََِر  َّ ََ)َوسلمَعليهَاللهَصلىَاللّ  ََنكِ احَ َلْ  ٍََإلَِّْ لِي  اهََُ(َبوِ  و  دََُر  الْأ رْب ع ةََُأ حْم  حَ َو  ص حَّ َاِبْنََُهَُو 

َِ دِينِي  ا لت رِْمِذِيَ َ,َا لْم  ابْنََُ,َو  أعُِلَََّ,َحِبَّانَ َو  ى. رْس الَِباِلََِْو  و  ر  امََُو  دََُالِْم  سَ َع نََِأ حْم  َع نََْنَِالْح 

انَ  يْنََِابْنََِعِمْر  رْفوُْعًاَالْحُص  لِيٍَ بََِإِلَََّْلْ نكِ احَ  (م  شَ َو     )اھِد يْنَِو 

 

Yang artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya RA, 

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali”. Riwayat 

Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan 

Ibnu Hibban. Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu’ dari Hasan, dari Imran 

Ibnu al-hushoin: “Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi.15 

Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa pernikahan yang tidak mempunyai wali 

atau saksi maka pernikahan tersebut dibatalkan atau tidak sah dalam syariat Islam, 

                                                           
14 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, 

(Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 9. 
15 Imam Ahmad, (Kitab Bulughul Marom),791,   
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menikah bukan hanya menyempurnakan, tetapi menikah juga memperkuat ibadah 

sebagai hamba yang bertakwa.  

2. Syarat pernikahan  

Syarat nikah merupakan hukum dari pelaksanaan pernikahan yang sah, 

syarat nikah merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam pernikahann, syarat 

nikah sendiri memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Mempelai lelaki dan perempuan 

Syarat sah dalam pernikahan dengan hadirnya kedua mempelai laki-laki dan 

perempuan yang akan melaksanakan aqad nikah. 

 

b. Wali nikah 

Pernikahan yang harus dihadiri oleh wali yang mana wali tersebut terikat 

dengan mempelai wanita. Wali nikah bisa diartikan sebgai orang yang berhak 

menikahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki.  Dikarenakan di dalam 

Islam wanita tidak boleh menikah tanpa adanya wali. 

c. Saksi 

Didalam pernikahan yang sah saksi merupakan orang yang sangat dibutuhkan 

kehadirannya, dengan adanya saksi pernikahan berlangsung dengan baik dan 

apabila didalam pernikahan tidak menghadirkan saksi maka pernikahan 

tersebut dinyatakan tidak sah. Saksi dalam pernikahan disaksikan oleh dua 

orang atau lebih untuk mendengarkan dan menyaksikan pernikahan akad ijab 

qabul saat pernikahan berlangsung. Tugas saksi dalam pernikahan adalah yang 

akan memberikan kesaksian bahwa pernikahan yang mereka saksikan benar-
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benar sah yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuat saat 

ijab qabul nikah.  

d. Ijab qabul  

Di dalam Islam ijab abul merupakan syarat dalam pernikahan, ijab qabul yang 

dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada orang tua perempuan untuk 

memberikan restu dan ridhonya terhadap pernikahan tersebut, ijab qabul adalah 

kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam pernikahan bahwa ijab qabul 

merupakankegiatan yang wajib dilakukan saat pernikahan apabilah tidak 

dilaksanakan ijab qabul maka pernikahan tidak sah. 

 

e. Islam 

Pernikahan yang sah dalam syariat agama Islam kedua mempelai calon laki-

laki dan calon mempelai perempuan haruslah beragama Islam, jika salah satu 

dari calon mempelai bukan beragama Islam dan dilakukannya pernikahan 

maka pernikahan itu tidak sah. 

3. Kewajiban Suami Dan Isteri  

Suami dan isteri adalah sebutan dari pasangan yang sudah menikah dengan 

rukun dan syarat hukum Islam. Suami secara umum diketahui sebagai pemimpin 

keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga, adapun kewajiban yang harus suami 

dan isteri lakukan. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 menjelaskan bahwa: 

a. Suami dan isteri harus saling menghormati. 

b. Suami dan isteri memiliki kewajiban saling membina satu sama lain. 

c. Suami dan isteri berkewajiban untuk mengasuh, mendidik anak-anak. 
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d. Suami dan isteri harus saling menjaga kedudukannya. 

e. Apabila terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri, maka masing-

masing dari suami dan isteri mengajukan gugatan di Pengadilan 

Agama.16 

4. Perceraian  

Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri yang mana mereka 

memutuskan untuk berceraian, apabila dilanjutkan maka menimbulkan banyak 

pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Perceraian merupakan suatu 

penikahan yang gagal dalam membina rumah tangga mereka menjadi keluarga yang 

sakīnah mawaddah dan warahmah. Perceraian merupakan suatu yang paling di 

benci oleh sang maha pencipta, namun Islam memberikan sebuah keringanan untuk 

itu, yang mana apabila dalam membina rumah tangga memiliki masalah yang besar 

dan tidak bisa diselesaikan dengan rukun maka perceraian merupakan suatu 

jalannya, namun perceraian juga bukan sebagai satu-satunya jalan yang mudah, dan 

kita sebagai penganut agama Islam sudah mengerti dan tahu bahwa di dalam 

perceraian melalui banyak proses yang sangat panjang. Maka dari itu perpisahan 

dalam rumah tangga tidak semudah perpisahan hubungan dua orang laki – laki dan 

perempuan menjalani hubungan asmara. 

Perceraian yang awalnya dilakukan oleh suami dan istri terkadang dianggap 

egois dalam keluarga, mereka yang memilih bercerai hanya memikirkan diri 

mereka saja yang sudah tidak lagi memiliki pikiran yang sama dalam mencapai 

                                                           
16 Pasal 77 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam, 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; t.p 1991), h. 45. 



21 
 

tujuan, mereka yang berpisah bukan berarti mereka tidak saling mencintai atau 

hanya mementingkan kehendak sendiri, namun sebagian besar banyak dari orang-

orang yang berpisah menginginkan apa yang dia harapkan sebelum menikah, 

namun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari harapan yang diinginkan tidaklah 

terealisasikan. Sebagai mana dalam Surah Al-Baqarah ayat 232  

 

وْاَب يْن هُمَْ اضََََََ  َت ر  َاذِ ا هُنَّ اج  َا زْو  َا َنَْيَّنْكِحْن  لوُْھُنََّ َت عْضََََََُ َف لا  ل هُنَّ َا ج  َف ب ل غْن  ء  ا  لَّقْتمَُُالن سََََََََِ  اذِ اَط  و 

اللَّّٰ و  رَََُِۗ ا طْه  ذٰلِكُمَْا زْكَٰىَل كُمَْو  خِرََِِۗ الْي وْمَِالْْٰ ََِو  َمِنْكُمَْيؤُْمِنَُبِالِلّٰ نَْك ان  َم  َيوُْع ظَُبِه  ذٰلِك  عْرُوْفََِِۗ  بِالْم 

َت عْل مُوْنَ  ا نْتمَُْلْ   ي عْل مَُو 

Yang artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu 

sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon 

suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang 

baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah 

mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al- Baqarah: 232)17 

Kemungkinan dalam rumah tangga yang menginginkan kehidupan yang 

baik dalam hubungan suami istri tidaklah selalu berjalan dengan baik, tetapi juga 

memiliki hambatan-hambatan yang tidak kita ketahui, tidak jarang bagi suami istri 

yang melakukan perdebatan rumah tangga, yang awalnya hanya sekedar ingin 

                                                           
17 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, 

(Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 65. 
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memberikan yang terbaik namun berujung dengan keributan, pertengkaran, dan 

pada akhirnya memutuskan untuk memilih jalan perceraian atau berpisah. 

Perceraian yang dilakukan kebanyakan orang bukan berarti mereka 

melakukan perbuatan yang sangat jahat sehingga melakukan perbuatan yang tidak 

disarankan didalam pernikahan, didalam agama juga menyebutkan bahwa 

perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt.  mungkin sebagian 

orang mimilih untuk berpisah karna alasan-alasan yang sangat menguatkan mereka 

untuk berpisah.  

5. Faktor - faktor Perceraian 

Faktor yang menyebakan perecerain yaitu, suami dan istri sudah tidak cocok 

lagi dalam membina rumah tangga yang selama ini mereka bina, pertengkaran yang 

tidak henti-hentinya, faktor hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga dan ada 

beberapa faktor lainnya terkait perceraian:  

a. Ekonomi 

Dalam rumah tangga memang sudah tidak asing lagi dengan kata ekonomi, 

dari jaman ke jaman ekonomi selalu menjadi pandangan bagi mereka yang 

berkeluarga, yang mana setiap tahunnya akan meningkat lebih tinggi dari 

sebelumnya dan Ekonomi terkait dalam kesejahteraan rumah tangga dan banyak 

dari mereka yang sudah menikah memilih untuk bekerja dalam memenuhi 

kebutuhan hidup bersama, sehingga sering terjadi perselisihan di antara suami istri 

yang mana pendapatan istri lebih besar dari pada suami dan terjadilah permaslahan 

ekonomi keluarga, bahkan jika suami tidak memiliki perkerjaan yang tetap atau bisa 
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dikatakan pengangguran, maka itu adalah sebab utama bagi mereka yang 

menjalankan kehidupan rumah tangga.18 

b. Meninggalkan kewajiban  

Sebagai suami istri yang berpasangan halal sudah sewajarnya suami dan 

istri saling menolong satu sama lain, jika suami berkewajiban untuk mencari 

nafkah, maka sebagai istri menjadi ibu rumah tangga seutuhnya di rumah. Berbeda 

jika istri meminta izin terdahulu untuk membatu kebutuhan keluarga. Namun 

apabila keduanya melupakan kewajiban mereka masing – masing sebagai ibu 

rumah tangga dan menjadi tulang punggung keluarga maka terjadilah perceraian 

antara suami istri. Suami dan istri memiki masing-masing kewajiban dalam 

membina rumah tangga, sebagai istri harus bekewajiban untuk memberikan lahir 

dan batin kepada suami dan begitu juga sebaliknya.  

c. Tidak memiliki keturunan 

Keturunan adalah suatu yang sangat diingginkan oleh semua pasangan 

suami istri jika sudah menikah, tetapi dalam suatu hubungan keluarga ada sebagian 

pasangan yang diberikan cobaan dalam menunggu keturunan. Tetapi selama 

pernikahan tersebut dikarenakan ibadah maka tidak memiliki keturunan bukanlah 

masalah besar dalam rumah tangga, sebagian besar orang yang tidak memiliki 

keturunan memilih untuk merawat anak dari orang lain atau memutuskan ntuk bayi 

tabung. 

  

                                                           
18 Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, 

Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik MUA, hlm. 143 

https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919 
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d. Usia 

Sejauh ini banyak orang yang menikah muda namun tidak banyak dari 

mereka yang mengetahui, bahwa menikah muda dapat berdampak pada psikologis 

anak, dan banyaknya pernikahan muda di alami oleh wanita sehingga setelah 

menikah dan melahirkan, banyak dari mereka merasakan banyaknya perubahan 

mental dll. 

e. Kesetiaan pasangan  

Kesetian sangatlah penting dalam membangun hubungan dengan orang 

yang kita cintai, kesetiaan suami dan istri sangatlah berpengaruh dalam rumah 

tangga, apabila hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga maka terjadilah 

pertengkaran, namun jika tidak ada solusi dalam hal tersebut maka perceraian 

adalah jalan terbaik. 

Perceraian bukanlah hanya dari permasalahan-permasalahan ekonomi, 

tetapi juga banyaknya terjadi perceraian disebabkan dari yang dituliskan di atas dan 

dampak dari percerain juga menimbulkan perselisihan antara ikatan dua keluarga 

yang pernah besatu dan bersama, tidak jarang kita ketahui dampak perceraian juga 

membunuh anak yang masih dalam jangkauan orang tua, yang masih membutuhkan 

pertolongan kasih sayang orang tua. 

6. Harta bersama  

a. Harta bersama dalam Hukum Islam  

Secara umum harta bersama merupakan harta yang di capai oleh mereka 

yang sudah berpasangan dalam kehidupan rumah tangga untuk kebutuhan bersama, 

harta bersama belangsung dari awal mula pernikahan sampai berakhirnya 
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pernikahan. Sedangkan pembagian harta dalam Al-quran dan hadis menyatakan 

bahwa harta yang dimiliki suami tidak kemungkinan besar milik suami seutuhnya 

dan apa yang diperoleh suami milik suami, Al-Quran dan hadis tidak menengas 

dalam hak milik harta yang ditetapkan oleh sebab itu harta yang dimiliki adalah 

milik bersama selama pernikahan berlangsung. Harta bersama berbeda dengan 

harta bawaan, harta bawaan merupakan harta yang mereka peroleh sebelum 

pernikahan, maka harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama, yang tidak 

harus terbagi menjadi dua kecuali memiliki kesepakatan janji dalam pembagian 

harta bawaan dari masing-masing hartanya.   

b. Harta bersama dalam Undang-undang 

Pasal 128 sampai dengan pasal 129 KUH Perdata, dengan putusnya 

perkawinan suami istri maka harta bersama yang mereka peroleh sejak awal 

pernikahan terbagi menjadi dua, tanpa memihak barang-barang yang mereka 

peroleh sebelum dan sesudah menikah. Peraturan Perundang-undangan dibenarkan 

dan menyalahkan kebijakan dalam masyarakat.19 

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 tentang Perkawinan, 

selama perkawinan masih dalam ikatan sah maka harta yang yang di dapatkan oleh 

suami maupun istri akan menjadi harta bersama tidak ada kepemilikan didalam nya, 

artinya harta bersama sepanjang pernikahan adalah milik bersama kecuali jika 

putusnya perkawinan antara suami dan istri maka harta tersebut putus baik dalam 

cerai mati ataupun cerai hidup. 

                                                           
19 Pasal 128-129 KUH Perdata, di kutip dari http://www.bpkp.go.id diakses pada hari Kamis 

tanggal 02 April 2021 jam 09.27 WIB.  

http://www.bpkp.go.id/
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Harta bersama dalam aturan Undang-Undang pasal 36 ayat 1 berbunyi 

bahwa harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum pernikahan berlangsung 

maka harta tersebut adalah milik masing-masing karena harta yang bersifat 

peribadi.20 

 

 

c. Harta Bawaan 

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka 

yaitu istri dan suami, harta yang mereka miliki sebelum pernikahan merupakan hak 

sepenuhnya milik mereka, dan tidak di kaitkan dengan harta bersama, Selama tidak 

ada perjanjian dalam pernikahan mengenai harta bawaan. Menurut Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 87 Tentang Harta Bawaan adalah 

a) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan 

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. 

b) Suami dan Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.21 

7. Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam  

Sebagaimana tersebut dalam Hukum Islam Harta Bersama adalah harta 

milik bersama dan tidak dimiliki oleh masing-masing suami dan istri, adanya harta 

                                                           
20 Pasal 36 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam, 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; t.p 1991), h. 30. 
21 Pasal 87 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam, 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; t.p 1991), h. 50. 
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bersama dikarenakan adanya ikatan suci atau ikrar janji pernikahan yang 

menjadikan suami dan istri memiliki harta kekayaan selama masih dalam 

perkawinan yang sah. Jika suami dan istri berpisah maka harta bersama tersebut 

harus dibagi rata. Pembagian harta bersama harus memiliki persetujuan yang resmi 

yaitu persetujuan dari pihak pengadilan agama, oleh sebab itu dalam pembagian 

harta bersama suami dan istri berhak mendapatkan hak pembagian harta bersama.  

Suami dan istri yang memiliki hutang selama masa perkawinan yang sah, 

maka hutang tersebut harus dilunasi oleh yang bertanggung jawab atau yang 

melakukan hutang-piutang tersebut dan tidak dibebankan oleh harta bersama. Akan 

tetapi apabila hutang piutang tersebut dilakukan karena kebutuhan rumah tangga, 

maka pelunasan hutang piutang tersebut ditanggung oleh harta bersama.  

Dalam pembagian harta bersama apabila suami dan istri tidak menyetujui 

pembagian hakim, maka pembagian harta bersama bisa dijadikan sebagai jaminan 

sebagai pilihan lainnya, dan harta bersama tidak dibperbolehkan diperjual belikan 

tanpa persetujuan hakim yang memutuskan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang mana 

penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan yang terkait dengan kejadian atau peristiwa dalam suatu kelompok 

masyarkat yang dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai dengan penelitian 

secara detail dan akurat, dengan melakukan interaksi secara individu, kelompok, 

dan lembaga. Hasil dari pendekatan tersebut diterapkan dengan data-data yang 

didapatkan dari hasil interaksi peneliti dengan individu, kelompok dan lembaga. 

Tujuan penelitian kualitatif ini peneliti mendapatkan informasi secara langsung 

relevan dan akurat, adanya penelitian ini peneliti dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada dan sesuai dengan pembagian 

harta bersama akibat perceraian antara suami dan istri.  

 

B. Tempat dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sleman, yang 

beralamat di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman) 

Yogyakarta. Pemilihan tempat ini berdasarkan jumlah kasus yang di terima di 

Pengadilan Agama Sleman dari Periode Januari – September 2020 tercatat 

sebanyak 1.346 permohonan perceraian1, dengan kasus gugat cerai yang 

                                                           
1 Jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/sejak-januari-pengadilan-agama-sleman-terima-

1346-permohonan-cerai/3 (diakses  pada 23 April 2021, pukul 13.40) 
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mendominasi setiap bulannya. Oleh sebab itu peneliti memilih lokasi tersebut untuk 

memperoleh data-data yang akurat dan relevan. 

Sejarah Umum Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman: 

1. Sejarah Pengadian Agama  

Pengadilan agama yang memiliki kekuatan dalam nilai-nilai keIslaman 

pernah menjalani susahnya dalam membangun keadilan yang sesuai dengan syariat 

Islam, sebelum adanya ketetapan UU pengadilan agama sudah ada sejak lama saat 

kerajaan Islam berdiri. Peradilan agama merupakan lembaga yang tertua di 

Indonesia, peradilan agama juga merupakan jantung bagi masyarakat Islam pada 

jaman rasulullah SAW sampai pada saat ini. Sebelum belanda menjajah Indonesia 

peradilan agama di Indonesia sudah ditetapkan dan memiliki wewenang yang kuat. 

Di abad ke 13 M, Islam merupakan agama yang pertama berdiri di aceh yang 

kemudian tersebar luas dan akhirnya Islam berdiri dibeberapa provinsi seperti Jawa 

yang berada di daerah Demak, Jepara, Gresik, Banten, Tuban merupakan kerajaan 

Islam pertama yang masih dalam perkembangan ingin berdakwah memberikan 

ajaran Islam yang terkait Hukum Islam. Dan tidak hanya di bagian jawa tetapi Islam 

juga berkembang dan berdiri di bagian timur yang bertempat di Tidore dan 

Makassar. Seperti yang kita ketahui sejak dahulu Islam memasuki Indonesia 

melewati perdagangan dari setiap berbagai kota-kota kecil, oleh karena itu Islam 

terkenal dengan berdakwah memalui perdagangan dari seluruh kota. 

Peradilan agama sebelum adanya Islam di Indonesia merupakan peradilan 

yang hanya mengikuti aturan yang di tetapkan oleh raja atau yang tertua, oleh sebab 

itu sebelum datangnya Islam peradilan memiliki dua peradilan yang kuat yaitu 
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peradilan peradata dan pradilan padu, yang mana peradilan tersebut memiliki 

wewenang yang sama kuat hukumnya. Peradilan pradata hanya menangani kasus 

yang yang berhubungan dengan raja, dan peradilan padu menyelesaikan sengketa 

yang tidak berhubungan dengan raja. 

Proses berkembangnya peradilan agama merupakan suatu pembentukan 

masyarakat dalam mengatur dan memberikan arahan yang berpengetahuan lebih 

baik dalam memahami proses-proses didalam keadilan. Peradilan agama ini sudah 

berkembang pesat diseluruuh nusantara Indonesia, oleh sebab itu tidak heran lagi 

jika mereka sudah melakukan keadilan dengan baik dan teratur. 

Berdirinya pengadilan agama pada tahun 1 agustus 1882, dan di akui secara 

formil peradilan agama mulai pada tahun 1989 saat lahirnya Undang-Undang 

nomor 7 pada tahun tersebut, namun sebelum lahirnya Undang-Undang pengadilan 

agama di Indonesia sudah menguasai Indonesia di dalam kota dan daerah.  

Adapun pada tahun 1820 kolinal belanda mengikut sertakan dalam 

mengadili pengadilan agama di Indonesia ini dikarenakan kurangannya dokumen 

atau catatan dalam membentuk pengadilan agama, dan pada saat itu pula colonial 

belanda mencampuri tangan di karenakan pengadilan agama berjalan dengan begitu 

kuat dan tegas, yang awlanya mereka hanya memandang dengan tidak memisahkan 

pengadilan agama  oleh karena itu dibentuklah hakim-hakim. 

Pada tahun 1882 pemerintah colonial belanda pada masa itu meresmikan 

pengadilan agama  dengan memberikan staatsblad no. 125 dalam penegasan resmi 

sebagai Pengadilan Agama serta Hukum yang ada di Indonesia, pada tahun 1937 

staatblad No. 116 pengadilan agama hanya mampu memberikan kewenangan 
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hukum dalam permasalahan perceraian dan perkawinan, yang awalnya staatblad 

berwenang dalam permasalahan waris dan harta, namun pada tahun 1937 staatblad 

melepaskanya dan pada saat Pengadilan Agama dibantu dengan Pengadilan Negri 

dalam menyelesaikan permasalahan seperti harta dan warisan. 

Pengadilan Agama sudah lama berperan dalam menyelesaikan 

permasalahan masyarakat Islam, jauh dari sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada 

saat itu dikarenakan kurangnya wewenang dalam penyelesaian sengketa Pengadilan 

Agama harus mendapatkan putusan dari Pengadilan Negri untuk melaksakan 

putusan. Dan pada tahun 1989 melalui UU NO. 7 Peradilan Agama sekarang sudah 

terlepas dari ikatan Pengadilan Agama Negeri dan menjalakan perjuangan hukum-

hukum politik Islam, dan dikeluarkannya inpres No. 1 tahun 1991 mengenai 

Kompilasi Hukum Islam. 

Dengan adanya pengesahan UU tersebut melainkan untuk menyamaratakan 

kedudukan peradilan lainnya, serta menghidupkan kembali peradilan agama yang 

dulu dikuasai oleh kolonial belanda. 

Berdasarkan UU Pasal 49 peradilan agama bekuasa dalam memeriksa, 

memutuskan, dan menyelesaikan sengketa di bidang waris, perkawinan, pembagian 

hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketetapan hukum Islam.  

Peradilan agama di Indonesia terdahulu ditangani oleh ulama-ulama besar 

yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas dan sebagai panutan setiap 

masyarakat, kemudian ada penghulu keraton sebagai tangan kanan kerajaan dalam 

menangani permasalahan terhadap hukum Islam dan membantu tugas-tugas raja di 

lingkungan sekitar keraton. Peradilan agama pada tahun 1970 sedikit memberikan 
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kejelasan dalam memberikan ketentuan dalam kekuasaan hakim, dengan keluarnya 

Undang-Undang Nomor 14 Peradilan Indonesia menegaskan prinsip-prinsip 

sebagai berikut  : 

1. Peradilan dilakukan “Demi keadilan yang memiliki landasan Ketuhanan 

yang Maha Esa” 

2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan dalam lingkungan peradilan umum, 

agama, militer dan tata usaha. 

3. Mahkamah agung merupakan pengadilan tertinggi  

4. Bidang-bidang yang melakukan oragnisatoris, administrative, dan financial 

semuanya termasuk dalam departeman yang bersangkutan. 

5. Susunan kekuasaan diatur dalam undang-undang2 

Peradilan agama di Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi dalam membangun 

keadilan di Indonesia dengan landasan yang kuat dan tegas dalam mengayomi dan 

melayani hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan keadilan yang 

bertanggung jawab dalam mengadili dengan tegas dan seadil-adilnya.   

 

2. Profil Pengadilan Agama Sleman  

Pengadilan Agama Sleman merupakan dari kepemimpinan kerajaan Sultan 

Agung yang awalnya dikenal dengan Peradilan Surambi, yang mana dipimpin 

dengan seorang penghulu dan 4 (empat ) orang hakim dari orang yang memiliki 

pengetahuan tinggi yang di sebut Pathok Nagari dengan dasar dipilihnya mereka 

                                                           
2 Diambil dari website Mahkamah Agung RI https://badilag.mahkamahagung.go.id diakses pada 

hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam 14.56 WIB. 

 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/
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dengan surat dalem yang diikat, dan bermalam di empat masjid Pathok Nagari yang 

terletak di sudut Kraton Yogyakarta. 

Adapun tempat-tempat yang berpegang kuat dengan pengadilan surambi 

yang mencangkup dalam persengketaan kehidupan masyarakat yang terkait dengan 

syariat Islam yaitu adanya perkawinan, waris, hibah, dan wasiat yang mana hal 

tersebut merupakan sebagian dari pengadilan raja.  

Namun pada saat itu Peradilan serambi sangatlah dibutuhkan oleh sebab itu 

Peradilan Serambi pada masa colonial belanda, Peradilan Serambi yang menangani 

semua permaslahan yang terkait dengan hukum Islam, pada saat itu Peradilan 

Agama tersebut berada di Peradilan Agama Yogyakarta daerah Kesultanan 

Ngayogyokarto sampai dengan kemerdekaan Indonesia. 

Pada tahun 1945 kermedekaan Indonesia kehidupan dan pendidikan 

semakin maju dan begitupula dengan Hukum yang ada semakin berkembang 

dengan berjalannya waktu pelayanan di bidang hukum agama lebih meningkat 

dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, oleh sebab itu Menteri Agama 

Republik Indonesia meningkatkan pelayanan hukum yang mengatur sengketa 

perkawinan Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 mulai berlaku pada tanggal 

1 Agustus 1961 Mendirikan Kantor Cabang Pengadilan Agama Yogyakarta yang 

berlokasi di: 

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul. 

- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo. 

- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul. 

- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.    
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Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Yogyakarta pada saat itu berlokasi di 

jalan Candi Gebang No. 1 Sleman, yang dibangun oleh DIP Pemda Sleman, 

sebelum di sahkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

perkara tentang perkawinan pada saat itu melayani hanya 25 perkara dalam satu 

bulan, dan setelah diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 perkara mengenai perkawinan meninggat setiap bulannya menjadi 60 

lebih ke atas perkara. 

Dalam banyaknya perkara yang masuk dalam pengadilan agama sleman 

tersebut perkara yang sangat banyak adalah perkara mengenai gugat cerai, cerai 

talak, poligami, harta bersama, dan banyaknya perkara lainnya. Setiap perkara yang 

ada di pengadilan agama sleman merupakan tanggung jawab hakim selaku yang 

memberi putusan atas perkara tersebut, dalam hal ini pelayayan pengadilan agama 

sleman merupakan perngadilan dengan pelayanan terbaik. 

Pengadilan Agama Sleman memiliki struktur oganisasi dan memiliki visi 

dan misi sebagai penguat dalam membentuk dan meningkatkan keadilan di 

Pengadilan Agama Sleman. 

Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung” 

Misi:  

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas campur 

tangan pihak lain.  

- Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman 

dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

pencari keadilan.  
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- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.  

- Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam memanajemen 

Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.3  

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama 

 

 

C. Sumber Data 

a. Data Primer  

Dalam penulisan ini, penulis menetapakan data yang didapatkan 

bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan keluarga yang 

khususnya berhubungan dengan penelitian ini, dan wawancara dengan yang 

terkait. 

                                                           
3 Diambil dari website PA Sleman, “Visi dan Misi PA Sleman” dalam http://pa-slemankab.go.id//. 

diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2021 jam 14.59 WIB. 

 

http://pa-slemankab.go.id/
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b. Data Skunder  

Data skunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa jurnal, 

buku-buku, dan skripsi yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.  

 

D. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data yang akurat dan benar. Dengan ini peneliti menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber 

untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan 

problamatika yang dituliskan oleh peneliti. Dengan ini penulis melakukakan 

wawancara dengan subjek yang telah ditentukan melalui metode purposive 

sampling4 bersangkutan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian. 

Peneliti akan mewawancarai hakim yang menangani kasus perceraian terkait 

dalam pembagian harta bersama. 

 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah proses untuk mendapatkan 

informasi dalam sebuah peneltian, berdasarkan pengamatan yang sebelumnya 

sudah diketahui, dan metode ini dibutuhkan peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

                                                           
4 Sugiono, “Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung : AlfaBeta,2008) 
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c. Dokumentasi 

Berdasarkan dengan adanya metode dokumtasi ini merupakan 

pengumpulan data-data dan informasi yang bertujuan untuk mendapatkan 

keterangan dan bukti yang akurat dalam bentuk wawancara, tulisan, dan 

gambar, yang terkait dengan permasalahan di atas. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Sejauh ini peneliti menggunakan penelitian analisis kualitatif deskriptif, 

untuk mendiskripsikan hasil dari informasi dan data-data yang didapatkan secara 

langsung terkait dengan pembagian harta bersama. Teknik analisi data ini untuk 

memudahkan dalam pengolahan data dalam menjadikan informasi dari data- data  

yang didapatkan dan mudah untuk dimengerti, dipahami dan bermanfaat dalam 

menemukan titik permasalahan terkait penelitian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pembagian harta bersama 

Dalam UU.Pasal 128 sampai dengan pasal 129 KUH Perdata, dengan 

putusnya perkawinan suami istri maka harta bersama yang mereka peroleh sejak 

awal pernikahan terbagi menjadi dua, tanpa memihak barang-barang yang mereka 

peroleh sebelum dan sesudah menikah. Peraturan Perundang-undangan dibenarkan 

dan menyalahkan kebijakan dalam masyarakat.5 

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 tentang Perkawinan, 

selama perkawinan masih dalam ikatan sah maka harta yang yang di dapatkan oleh 

suami maupun istri akan menjadi harta bersama tidak ada kepemilikan didalam nya, 

artinya harta bersama sepanjang pernikahan adalah milik bersama kecuali jika 

putusnya perkawinan antara suami dan istri maka harta tersebut putus baik dalam 

cerai mati ataupun cerai hidup. 

Pembagian harta bersama dalam Kolmpilasi Hukum Islam Pasal 88 yang 

berbunyi apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, 

maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.6 

 

 

                                                           
5 Pasal 128-129 KUH Perdata, di kutip dari http://www.bpkp.go.id diakses pada hari Kamis 

tanggal 02 April 2021 jam 09.27 WIB.  

6 “Pasal 88 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam” 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; t.p 1991), h. 50. 

http://www.bpkp.go.id/
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2. Pandangan dan Praktik Hakim dalam perkara pembagian harta bersama  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama 

Sleman pada 05 November 2021, didapatkan data lapangan sebagai berikut, 

pertama bahwa setiap majelis mempunyai pertimbangan dalam memutus suatu 

perkara. Jika dikeluarkan suatu putusan maka lihat pada pertimbangan 

pertimbangan yang dilaluinya. Kedua, majelishakim dalam mempertimbangkan 

pembagian harta bersama, kepastian hukumnya adalah mengikuti apa yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yaitu harta yang 

diperoleh selama perkawinan, namun bukan dari warisan, hadiah, atau hibah 

menjadi harta bersama. Masing - masing suami istri kalau terjadi perceraian maka 

akan mendapat 1/2nya, Sama halnya semisalkan salah satu meninggal maka yang 

setengahnya menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Hal tersebut 

merupakan aturan pokok, kemudian jika ditinjau dari segi materi bisa saja 

berpendapat lain asal ada pertimbangannya. Contoh dalam suatu kasus ternyata istri 

lebih banyak berperan untuk menghasilkan harta bersama sementara suami tidak 

bekerja apa-apa, itu bisa saja hakim berpendapat lain tentu dengan 

pertimbangannya. Semisal istri 2/3 suaminya 1/3 itu pasti ada pertimbangannya, 

dan pertimbangan tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan. Apabila para pihak 

tidak merasa puas atau tidak adil atas putusan hakim terkait pembagian harta 

bersama maka di ajukan banding, dan apabila tidak puas dengan banding maka 

dilakukan kasasi, dan jika tidak merasa puas dengan kasasi maka diajukan dengan 

PK dan apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksakan putusan itu maka boleh 

mengajukan eksekusi dan berahir dengan lelang. 
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Ketiga, harta masing – masing yang diperoleh sebelum menikah adalah 

harta bawaan, masing – masing berhak mengelola harta tersebut untuk dirinya 

sendiri namun tetap atas dasar persetujuan suami istri. Contoh seorang suami 

membeli tanah dalam masa perkawinan, akan tetapi uang yang dipakai berasal dari 

warisan maka tanah tersebut menjadi harta bawaan suami. Hal ini tidak termasuk 

dalam kategori harta bersama. Keempat, dalam menghadapi beberapa perkara yang 

sifatnya kasuistis itu kembali lagi ke majelis yang menangani, apakah mau 

memperhitungkan peran dalam pembagian harta bersama atau tidak, hal tersebut 

bisa saja terjadi.7 

 

B. PEMBAHASAN  

1. Pratik Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam  

Pada dasarnya di dalam Al-Qur’an dan hadist harta gono gini ini tidak 

ditegaskan akan milik siapa kedepannya, namun pada kenyataannya permasalahan 

ini terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, maka oleh sebab itu ditetapkanlah harta 

bersama dalam pembagian hukum Islam yang seadil-adilnya, agar suami dan istri 

tidak merasa dirugikan tentang harta bersama. 

Harta bersama didalam hukum Islam juga tidak di tetapkan bahwa harta 

yang mereka miliki selama menikah itu adalah milik suami atau milik istri saja, 

tetapi di dalam hukum Islam suami bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak 

                                                           
7 Wawancara dengan Dra. Hj. Syamsiah, MH di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, tanggal 5 
November 2021. 
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untuk kehidupan yang lebih layak merupakan kewajiban suami sebagai kepala 

rumah tangga.  

Harta bersama menurut hukum Islam yang dikemukakan oleh Sajuti 

Thalib.SH dan Prof. Dr. Hazairin yang mengataan bahwa dalam Islam dikenal 

dengan adanya suatu harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri 

karena usahanya baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami yang bekerja 

sedang istri mengurus rumah tangga.8 Pendapat mereka ini berdasarkan pada Q.S 

An-Nissa:32 

ءَِن صِيْبٌَ ا  لِلن سِ  و  اَاكْت س بوُْاََِۗ مَّ الَِن صِيْبٌَمِ  ج  اَاكْت س بْنَ َلِلر ِ مَّ مِ   

Harta bersama dalam Kolmpilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 

huruf f, yang berbunyi harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta 

yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan 

perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.9 

Permasalahan harta bersama merupakan permasalahan yang vital dan kerap 

kali dipermasalahkan oleh pasangan suami istri yang telah bercearai. Dalam 

menghadapi permasalahn ini hakim dituntut untuk lebih jeli dalam menilai serta 

memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama. Dalam Kolmpilasi Hukum 

Islam pasal 87 ayat 1 dan 210 menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing- masing 

                                                           
8 Ridwan Jamal, “Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974”, 

Jurnal Ilmiah Al-Syirah, no. 1 (2011) http://journal.iain-

manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/12 
9 “Pasal 1 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam” 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; t.p 1991), h. 19. 
10 “Pasal 87 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama 

Islam” Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; t.p 1991), h.50 
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suami dan istri yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh dalam 

perkawinan namun berupa warisan atau hadiah merupakan hak dari masing-masing 

pemilik. 

Dari pasal diatas apabila suami atau istri diberikan warisan, hibah, atau 

pemberian oleh teman atau kerabat dekat maka hak tersebut adalah milik istri, dan 

begitu juga dengan suami. Dan apabila memiliki harta bawaan atau harta yang 

dimiliki sebelum menikah maka harta tersebut adalah milik masing-masing suami 

dan istri. Umpanya: suami memiliki motor yang mana motor itu dia beli sebelum 

dia menikah maka hak motor tersebut adalah milik suami seutuhnya, dan apabila 

suami mendapatkan hadiah dari pernikahannya maka hadiah tersebut dimiliki 

suami, begitu juga dengan istri. 

Terjadinya perselisihan antara harta bersama dan bawaan merupakan hal 

yang normal, dikarenakan pada awal menikah tidak banyak suami dan istri 

mengetahui harta dari masing-masing yang mereka punya, dan pada akhirnya saat 

mereka berpisah harta bawaan selalu ikut serta dalam pembagian harta bersama atau 

gono gini.   

Pembagian harta bersama dalam Kolmpilasi Hukum Islam Pasal 88 yang 

berbunyi apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, 

maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.11 

Dalam penelitian ini peneliti menuliskan pembagian harta bersama dalam 

perceraian yang mana suami dan istri telah sah berpisah sebagai pasangan suami 

                                                           
11 “Pasal 88 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama 

Islam” Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; t.p 1991), h. 50. 



43 
 

istri, dan mereka sudah tidak memiliki ikatan apapun. Dalam perkara 

0104/Pdt.G/2021/PA.Smn jatuhnya putusan dalam perkara Harta Bersama antara 

mantan suami dan istri yang mana mantan istri meminta pengadilan untuk 

mengadili perkara harta bersama atau gono gini secara adil.  

Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/Pa.Smn putusnya perkara harta bersama 

dikarenakan harta bersama tersebut di kuasi oleh tergugat selama mereka awal 

bercerai dan penggugat tidak mendapatkan bagian dari hak tersebut, oleh karena itu 

mantan istri menggugat mantan suaminya sebagai tergugat agar harta bersama yang 

mereka miliki sejak awal menikah dibagi menjadi 2 (dua).  

Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman pada saaat itu, selama 

masa perceraian sudah di sahkan, suami dan istri pernah membicarakan 

permasalahan terkait harta bersama, namun istri tidak hanya mementingkan hak-

haknya saja, tidak mementingkan keperluan anak-anak dan dikarenakan istri 

merasa tidak adil maka istri membuat keputusan agar istri mendapatkan sebagian 

harta dari yang dia miliki saat masih bersama dalam ikatan pernikahan yang sah. 

Berdasarkan dari keterangan yang tertera bahwa suami tidak ingin 

membagikan sebagian dari hartanya kepada penggugat dikarenakan banyaknya 

alasan, oleh sebab itu tergugat tidak menginginkan harta yang dia dibagi bersama 

penggugat karena sudah merasa tersakiti oleh Penggugat dan penggunggat juga 

menanggung semua biaya pendidikan, dan keseharian anak-anak. Selama masa 

pernikahan penggugat melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dicontoh bagi 

istri-istri diluar sana, penggugat selama masa pernikahan telah mengkhianati 

tergugat atas dasar penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, maksud dari ini 
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semua penggugat telah membohongi ikatan janji suci mereka dengan berhubungan 

dengan laki-laki yang tidak ada ikatan sah dengan penggugat, oleh sebab itu 

tergugat merasa dikhianati oleh penggugat maka dari itu tergugat tidak ingin 

membagi sebagian hartanya dengan penggugat dikarenkan sakit hati.  

Dari hasil putusan perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn Pembagian harta 

bersama dalam perkara ini menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing 

berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama dan diputuskan oleh pengadilan 

agama yang diadili oleh ketetapan majelis hakim dengan seadil-adilnya dan kedua 

pihak penggugat dan tergugat telah menerima keputusan dari hakim dengan adil 

dan benar.  

Putusan ini merupakan ijtihad yang telah dilakukan oleh majelis hakim 

dengan mempertimbangkan pembagian harta bersama kepada penggugat dan 

tergugat. Yang berdasarkan Undang – undang perkawinan dan kompilasi hukum 

Islam yang sudah dijelaskan diatas, sehingga dapat diberikannya hasil putusan 

tersebut. 

 

2. Praktik Pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan agama 

Sleman 

Dalam praktik penyelesaian perkara Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn. 

Pada tanggal 25 Maret 2005 berlangsungnya pernikahan antara penggugat dan 

tergugat Akta Nomor: 47/14/IIII/2005 yang berlansung di Gunung Kidul dan 

dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada tanggal 07 Mei 2019 penggugat dan tergugat 

memutuskan untuk berpisah sebagai suami dan istri di Pengadilan Agama Sleman 
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dengan Nomor Putusan 561/Pdt.G/2019/PA.Smn dengan putusan Verstek oleh 

majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman. 

Pada tanggal 12 Januari 2021, penggugat mengajukan gugatan harta 

bersama dengan perkara Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn. Tentang kasus harta 

bersama dengan nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn hakim memutuskan:  

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian  

- Menetapkan penggugat dan tergugat mendapatkan seperdua bagian harta 

bersama  

- Menghukum tergugat dan penggugat melelang harta bersama untuk dibagi 2 

(dua) 

Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang harta bersama atau gono 

gini, secara kepastian Hukumnya adalah mengikuti apa yang ditetapkan dalam 

peraturan Undang-Undang yaittu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

harta bersama masing-masing suami istri jika terjadi perceraian mendapat seperdua, 

namun apabila salah satu di antara mereka meninggal maka separuh dari pembagian 

harta bersama tersebut milik pasangan yang hidupnya lebih lama. Untuk itu hakim 

memberikan pertimbangan lain kepada suami dan istri apabila didalam materi istri 

yang berperan sebagai pencari nafkah maka hakim memberikan pertimbangan 

pembagian harta bersama sesuai dengan pertimbangan hukum materi selama 

pertimbangan tersebut benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Harta bersama 

dalam rumah tangga di atur dalam KHI Pasal 85 tentang harta kekayaan dalam 

perkawinan di dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh sebelum nikah maka 

itu menjadi harta bawaan masing-masing, mereka berhak untuk mengelola, 
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menggunakan harta tersebut untuk dirinya sendiri dan berhak untuk itu dan apabila 

terdapat harta bersama di dalam pernikahan maka harta tersebut harus dengan 

persetujuan bersama-sama antara suami dan istri. Harta bersama adalah harta yang 

diperoleh selama dalam perkawinan dan hasil dari usaha mereka berdua yaitu suami 

dan istri, harta bersama bukan dari warisan dan bukan dari pemberian, misalkan 

harta warisan dari suami adalah tanah dan setelah menikah membangun rumah, 

maka yang menjadi harta bersama hanya rumah saja tanah tetap milik suami karna 

tanah tersebut adalah warisan.  

Dalam pernyataan surat gugatan suami menyatakan bahwa istri telah 

melakukan pengkhianatan dalam perkawinan dan dalam pembagian harta bersama 

istri hanya mementingkan hak-haknya saja dan istri telah lalai dalam memberikan 

lahir dan batinnya sebagai istri dan anak. Ditegaskan kepada istri yang mana pada 

saat itu pergi dari rumah (nusyus), dan tidak menjalani kewajibannya sebagai istri 

dan ibu dua anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang 

seorang ibu.  Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah: 228 

 

ُ فهيْْٓ  لُّ لهَُنَّ انَْ يَّكْتمُْنَ مَا خَلقََ  اللّّٰٰ ءٍٍۗ وَ لََ يحَه نَّ ثلَٰثةََ قرُُوْْۤ هه وَالْمُطَلَّقٰتُ يَترََبَّصْنَ بهانَْفسُه

ا  ههنَّ فهيْ ذٰلهكَ اهنْ  ارََادُوْْٓ رهٍۗ وَبُ عوُْلتَهُُنَّ احََقُّ بهرَد ه خه ه وَالْيوَْمه الَْٰ نَّ بهالِلّٰ نَّ اهنْ كُنَّ يؤُْمه هه ارَْ حَامه

يْم   يْز   حَكه ُ عَزه نَّ دَرَجَة  ٍۗ وَاللّّٰٰ جَاله عَليَْهه نَّ بهالْمَعْرُوْفهِۖ وَلهلر ه يْ عَليَْهه ثلُْ الَّذه  اهصْلََحًا ٍۗوَلهَُنَّ مه

Yang artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri 

mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan 

apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada 
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mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para 

perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 

patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah 

Mahaperkasa, Mahabijaksana.12 

Dalam pembagian harta bersama istri yang memiliki peran sebagai ibu 

rumah tangga dapat dipertimbangankan oleh majelishakim bahwa pembagian harta 

bersama dapat diperhitungkan melalui peran apabila masjelis hakim 

mempertimbangan sebagian besar dari peran suami dan istri maka akan 

mendapatkan pembagian dari harta bersama tersebut atas dasar pertimbangan 

hakim, yang bisa saja pembagian harta bersama tersebut tidak menjadi setengah-

setengah antara suami dan istri dengan adanya memprofesionalkan dari peran 

masing-masing dan menjadikan pertimbangan yang benar, hal tersebut yang 

menjadikan suami (tergugat) mengajukan dalil posita poin angka 18 untuk 

menjawab dalil posita penggugat poin angka 6 yang menyatakan harta bersama 

yang diperoleh selama dalam perkawinan haruslah dibagi 2 (dua) secara adil, 

namun tergugat keberatan apabila harta bersama tersebut dibagi dua secara separuh 

– separuh, karena tergugat merasa itu tidak memenuhi rasa keadilan untuk tergugat 

dikarenakan penggugat hanya mementingkan haknya   saja tanpa melaksanakan 

kewajibannya baik sebagai seorang istri maupun sebagai ibu untuk kedua anaknya. 

Menurut penggugat harta yang dimiliki adalah harta milik bersama saat 

menikah, dan setelah bercerai penggugat hanya ingin mengambil haknya dengan 

                                                           
12 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, 

(Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 68. 
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lewat hukum agar mendapatkan bagian dari harta yang dia dapatkan selama 

pernikahanya. Sebagian besar suami tidak ingin membagikan hartanya kepada istri 

dikarenakan suami telah merasa dikhianati istri dan membiayai kebutuhan anak-

anak mereka oleh karena itu suami tidak ingin memberikan sebagian harta yang 

mereka miliki saat masih menjadi suami istri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dikarenakan tergugat tidak menerima itikad baiknya penggugat dalam 

meminta bagian dari harta bersama mereka maka penggugat membuat keputusan 

dengan jalur hukum. Dalam perkara ini tergugat meminta kepada majelishakim 

untuk mempertimbangkan harta bersama yang dia dapatkan pada saat pernikahan, 

dikarekan tidak semua harta bersama milik bersama ada juga yang tergugat beli 

sebelum menikah, oleh sebab itu hakim tidak mengabulkan semua permintaan 

penggugat.  

Berdasarkan pertimbangan hakim terkait harta bersama yang diajukan oleh 

penggugat tidak semuanya dapat dikabulkan dan penggugat dibebankan untuk 

biaya perkara. Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang perkara harta 

bersama hakim menyimpulkan bahwa harta yang di tuliskan penggugat dalam 

sengketa harta bersama sebagian diperoleh selama perkawinan dan sebagian harta 

diperoleh tergugat sebelum menikah. 

Berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat bahwa mereka pernah 

menikah dan pernah bercerai dan memiliki dua (2) orang anak dari hasil 

pernikahannya. Banyaknya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini 

dikarenakan hasil dari tanya jawab di persidangan antara penggugat dan tergugat 

terkait harta bersama yang mereka miliki saat menikah adalah harta tidak bergerak 
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dan harta bergerak yang berupa sebidang tanah, mobil jazz, perabotan rumah 

tangga, sepeda motor Yamaha mio atas nama tergugat, sepeda motor Yamaha mio 

atas nama penggugat, bahwa benda-benda tersebut merupakan harta bersama 

mereka selama menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat 2 

menyatakan bahwa Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak 

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.13 

Majelishakim menimbang bahwa harta bersama tersebut di bagi seperdua 

atau separo antara penggugat dan tergugat, bahwa penggugat mendapatkan 

sebagian dari hartanya, dan tergugat juga mendapatkan sebagian dari harta yang 

telah ditetapkan oleh hakim, yang mana harta bersama tersebut dapat dimiliki oleh 

suami dan istri dalam pembagian harta bersama.  

Pembagian harta bersama menurut hakim di pengadilan agama sleman di 

dalam kompilasi hukum Islam tidak pernah mempermasalahkan siapa yang mencari 

nafkah dalam keluarga, namun secara umum suami yang mencari nafkah dalam 

keluarga, tetapi apabila istri ingin membantu suami dalam mencari nafkah itu 

diperbolehkan atas izin suami.  

Apabila telah terjadi perceraian atau berpisahnya suami dan istri dan terjadi 

permasalahan terkait harta bersama maka harta tersebut akan dibagi menjadi dua, 

namun jika suami dan istri tidak menerima ketetapan maka hakim yang akan 

mempertimbangkan pembagian harta bersama tersebut.  

                                                           
13 “Pasal 91 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama 

Islam”  Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; t.p 1991), h. 51. 
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Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn suami yang tidak ingin 

membagikan harta bersama tersebut kepada mantan istrinya maka istri berhak 

mengambil keputusan dalam jalan hukum untuk mengambil sebagian harta yang 

dia miliki saat mereka masih menikah. Pada perkara tersebut istri hanya meminta 

sebagian harta dari selama dia menjadi istri, tetapi sebagian dari harta bersama 

tersebut tak sepenuhnya milik istri, oleh karena itu hakim mempertimbangkan agar 

harta bersama di bagi menjadi dua.  

Apabila para pihak tidak merasa puas atau tidak adil atas putusan hakim 

terkait pembagian harta bersama maka di ajukan banding, dan apabila tidak puas 

dengan banding maka dilakukan kasasi, dan jika tidak merasa puas dengan kasasi 

maka diajukan dengan PK dan apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksakan 

putusan itu maka boleh mengajukan eksekusi dan berahir dengan lelang. 

Hasil dari pembagian harta bersama ditetapkan dan diadili oleh 

majelishakim, Namun apabila diantara penggugat dan tergugat tidak menerima 

hasil ketetapan tersebut maka hakim memberikan pertimbangan antara keduanya 

melakukan sita jaminan atau lelang yang mana pembagian hasil dari lelang tersebut 

menjadi rata semisalnya 50:50  namun jika ada pertimbangan dari hakim maka hasil 

pembagian harta tersebut bisa jadi dan tidak diharuskan kemungkinan suami yang 

lebih banyak atau istri yang mendapatkan lebih namun jika terjadinya lelang maka 

pembagian harta berama tersebut sudah menjadi rata,  dari kesepakatan antara 

penggugat dan tergugat akan keputusan  diterima oleh hakim. Adapun eksekusi 

dalam pembagian harta bersama dilaksanakan oleh pengadilan dengan meminta 
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bantuan dari Kantor Lelang dan hasilnya tetap diserahkan kepada pengadilan untuk 

dibagi dua antara penggugat dan tergugat.  

Berdasarkan Pembagian harta bersama dalam perkara ini menetapkan 

penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta 

bersama dan diputuskan oleh pengadilan agama yang diadili oleh ketetapan 

majelishakim dengan seadil-adilnya dan kedua pihak penggugat dan tergugat telah 

menerima keputusan dari hakim dengan adil dan benar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas penulis 

mendapatkan suatu kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut:   

1. Penggugat dan tergugat pada tanggal 7 Mei 2019 telah bercerai di 

Pengadilan Agama Sleman, bahwasanya penggugat dan tergugat sudah 

tidak bisa hidup berdampingan lagi dalam membangun rumah tangga yang 

sakīnah mawadddah dan warahmah, sebagaimana yang telah di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan yang 

menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-

laki dan perempan dalam ikatan sah. Kemudian istri (penggugat)   

mengajukan gugatan harta bersama pada tanggal 12 Januari 2021 di 

Pengadilan Agama Sleman.  

2. Dalam praktik penyeselaian harta bersama serta pembagiannya pada 

perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn telah dilakukan dengan baik oleh majelis 

hakim tentang pembagian harta bersama, dengan melalui serangkaian 

proses mulai dari menetatapkan harta bawaan dan harta bersama hingga 

harta pribadi pasca perceraian. Dalam keputusan hakim menimbang bahwa 

harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat setelah 

dikurangi hak tergugat, atas keputusan hakim dan dibebankan kepada 

tergugat dan penggugat untuk menyerahkan harta bersama seperdua 

diantara mereka secara kekeluargaan atau musyawarah, dan apabila 
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penggugat dan tergugat tidak menginginkan pembagian dengan natura maka 

pembagian tersebut dilakukan dengan orang yang berwenang di Pengadilan 

Agama  dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketetapan pembagian harta 

bersama yaitu seperdua dari hasil tersebut. 

B. Saran 

1. Sejauh dari yang penulis pahami terkait permasalahan pembagian harta 

bersama dalam kasus 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn penulis dapat memberikan 

arahan atau bimbingan dalam permasalahan keluarga yang sedang dialami 

oleh penggugat dan tergugat agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan 

sesuatu yang akhirnnya melakukan perpisahan antara penggugat dan 

tergugat.   

2. Bagi istri sebagai ibu rumah tangga sebaiknya menjalankan kewajiban 

dalam membina keluarga memberikan pengayoman terbaik untuk suami dan 

anak, sebaiknya peran sebagai ibu mengesampingkan keinginan peribadi 

yang mana akan menyebabkan rusaknya rumah tangga. Pada penelitian ini 

masih dapat dilakukan pengembangan bagi peneliti selanjutnya dengan 

mencari dampak peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kerharmonisan 

rumah tangga dan kewajibannya. 
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Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman pada 

hari Jum’at 5 November 2021 pada jam 10.00 dengan salah satu Hakim. 

A. Daftar Informan 

Nama  : Dra. Hj. Syamsiah, MH 

Nip  : 19550917.198703.2.001 

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sleman 

B. Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana Hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta 

bersama? 

2. Apakah ada perbedaan antara harta suami dan istri? 

3. Apakah peran istri juga termasuk pembagian harta bersama? 

4. Bagaimana pembagian harta bersama dalam pembagian harta 

bersama dan bagaimana pelaksanaannya?  
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